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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PEKER]AAN UMUM

SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPAI-A DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

PROVINSI JAWA TENGAH

NoMoR : 911 lseg 2a22

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPAI-A DINAS NOMOR 9tll2lL3l2022
TENTANG

PENUNJUKAN PEIABAT PENATAUSHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEIABAT

PEI.AKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS PEKERIAAN UMUM

SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2022

KEPAI.A DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a Bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pekerjaan Umum

Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2A22 yang dananya bersumber darl Anggaran Pendapatan dan

Belinja Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu ditetapkan Pejabat

Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPrK);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf (a),

agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang
perlu untuk menetapkan keputusan kepala dinas;

bahwa, nama nama tersebut dalam lampiran dipandang mampu dan

memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai PeJabat Penatausahaan Keuangan
(PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pm() dilingkungan Dinas

Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat 1. Undang - Undang RI No. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi

Jawa Tengah;

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;

3. Undang - Undang Nomor l Tahun 20A4, tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 20M, tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung lawab Keuangan Negara;

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
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Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;

peraturan Pemerintah Np. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Baranq Milik

Negaril Daerah;

Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/

Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang

Percepatan Pemberanhsan KoruPsi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman

Teknls Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terafnir dengan PerahJran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tah-un 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 43|PP(VM|2OO7 tanggal

27 Desernber 2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa

Konstruksi;

Peraturan Daerah Provlnsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang

APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran2022;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan

Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2018, tentang

Organisasi dan Tata Kerja Llnit Pelaksana Teknis Dinas Pekefiaan Umum

Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provlnsi Jawa Tengah tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum

Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021, tentang
Penjabaran APBD Provlnsi Jawa Tengah 

-l'ahun Anggaran2022;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021, tentang
Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.3/6951202L Tanggal

31 Desember 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrator kedalam

Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsl Jawa Tengah;

DPA-OPD Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.3/54, Tanggal 10 Januari 2022,
perihal tindak lanjut penyetaraan Jabatan Fungsional.

Surat Keputusan Gubemur Jawa Tengah nornor 821.2/25012022 tanggal 1

Agustus 2022 tentang Pengangkatan dalam labatan Pengawas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
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Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

24. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tanggal

2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan
h Tahun Anggaran 2022;Pada Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tenga

MEMUTUSKAN

: Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPCI dan Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan, (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi

Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tersebut dalam lampiran

keputusan ini;

: Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum

Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari :

a. Koordinator Pejabat Penatausahaan Keuangan;

b. Penyusun Laporan Keuangan;
c. Pengurus Barang / Pembantu Pengurus Barang;

d. Verifikator
e. Pembantu Bendahara Pengeluaran / Pembantu Bendahara Penerima'

: Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum

Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah, mempunyai tugas :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS belanja dinas;

Z. Melakanakan verifikasi;
3. Menyiapkan SPM;

4. Melaksanakan akuntansi;
5. Menyiapkan laporan keuangan Dinas.

: Tugas dan wewenang Pejabat Pelaksna Teknis Kegiatan ( PPTK);

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

2. Menyiapkan dokumen anggaran dan beban pengeluaran peleksanaan

kegiitan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen

administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan:

3. Membantu PPKom dalam menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa
pada kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;

4. Menanditangani buKi pengeluaran belanja atas nama PA/KPA

berdasarkan kewenangan yang diberikan PA/KPA;

5. Mempertanggungjawabkan kepada Bendahara Pengeluaran / Bendahara

eengduaran-Pembantu paling lama 15 ( lima belas ) hari kerja setelah

uang muka kerja / panjar diterima; dan

6. Meliporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1

sampai dengan angka 5 PA/KPA' t



KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabial terdapat
kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

: SEMARANG.
: Agustus 2022.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Peng na Anggaran

SR, EK
TEM SAN
1. Bp. Gubernur Jawa Tengah ;
2. Bp. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
3. Inspehur Provinsi Jawa Tengah ;
4. Kepala Biro Bangda Setda Provinsi Jawa I'engah ;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Prov. lateng ;
6. Para Pejabat Pembuat Komirnen (PPKom) ;
7. Sekretaris Dinas PUSDATARU Prov. Jateng;
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang bersangkutan;
9. Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas PUSDATARU Prov. Jateng;
l0.Bendahara Penenerimaan / Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas PUSDATARU Prov.Jateng.

t



LAIIPIRAII II : KEPUTUSAIT I(EPALA DfiASI PT' SDA TARU PROVIITSI JAWA TTITGAII
rouoR z Ttt /fl"t8 lbtz
TANGGAL : AGUSTUS Xt22

DAFTAR:

PD,ABATPIGAIsAATta,tsEcIAI^t(!F,II|DIIAsrtEaJ^Arr,IUIlEmDA'AAtlDl'?tolAlAltrtulroz}ovllttrJA'ATleABtr.Hul lrqo l lniP

Selaku
No NIP dan 5432

PE.'ABAT }'E[./\TSAIIA TTT]IIS I{EGIATAT

FPTrI

PcauqiragUruru Daerah

Kinerja Perangkat DaerahPerencamaan dan Evaluasroo3s3/ DPA/2022

Administrasi Keuangaloo3s4/ DPA|2022

Administrasi Barang Irlitik Daerah pada Perangkat Daerahoo35s/ DPA/2022

Administrasi Kepega*'aian Perangkat Daerah00356/ DPA/2022

Umumoo357l DPA|2O22

Pengadaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daeraho0358 DPA/2022

Urusan Pemerintahan DaerahJasaPenyediaanoo359/ DPA|2022

Pemeliharaan Barang Milik Daerah DaerahPenunjang Unrsan00360/ DPA/2O22

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK)

1

NIP. 19670204 199010 2 001

Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian

SETTYATI NURUL HtOeVAg, S.Sos, M.Si

BIDANG PEN(}IMBAITGAIT DAIT PEMBII{AAIT TEI(I{IS

Sumber
LintasSDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah

Kabupaten/Kota
00361/ DPA/2O22

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer

Luasnya 1OOO Ha - 3OOO Ha dan Daeratr Irigasi Lintas
dan Sekunder pada Daerah Irigasi
Daerah Kabupaten/Kota

00362/ DPA/2O22

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK)

2 HENDRAAGUSTIAN, ST

NIP. 19830801 200903 1 002
Pengairan Ahli Muda

Hal 1

Nomor DPA Prorram/Kegiatan
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Selaku Nomor DPA 'oEram/ Ke
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IRIGASI DAN AIR BAI(I
Air

3 4
1

3 SISIMO SUBAGYO, SI,MT
NIP. 19670817 19a809 I oo2
Tekrrik Atrli Muda

Pej abat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK)

00363/ DPA.{2O22 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas

Kabupaten/Kota

dan Pengelolaan Sistem Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi
Daerah Kabupaten/Kota

Pengerobangan
Luasnya LOOO Ha - 3OOO Ha dan Daerah lriSasi Lintas

BIDAITG BE!TDU![GAII PAITTAI
Sunbcr Air

SDA dan Bangunan Penga.aan Pantai pada Witayatr Sungai Lintas
Kota

PEI{ATAAI{ BUAI|G
Penataan

Tata Rencana Rinci'[ata Provinsi

@3641 DPA{2O22

4 NUR HIDAYAT, ST

MP. 19761026 200501 1 008
Teknik Pengairan Ahli Mq4a-

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK)

00365/ DPA/2O22

AGUS SL'T\'AWAN, ST,MTHARI ADI
NIP. 19800817 2c,0501 | or2
Penataan Ruang Ahli Muda

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan

00366l DPA/2022
00367 I DPA/2022 dan Sinkronisasi Perencanaal Tata Ruang

00368/ DPA/2022 hoordinasi dan Sinkronisasr Peman{aatan Ruang Daera}r Provinsi

oos69/ DPA/2022 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Daerah Provinsi

BALAI PEilIAII COUAL
Uruaa Pemeriateha[ Deereh

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegratan (PPTK)

oo37ol DPAI2O2? Umum
6 ISKANDAR, ST, M.PSDA

NIP. 19830227 20100i 1 015
Teknik Pengairan Ahli Muda

oo37rl DPA/2O22 Penyediaan Jasa Penunjang Urusatr Pemerintahan Daerah

oo372l DPA/2O22 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunj ang Urusaa Pemerintahan

Daerah
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengamon Pantai Wilayah Sungai

Daerah Kota
dan Sistem lrigasi dan Sekunder Daerah lrigasi yang

Luasnya 1OOO Ha - 3OOO Ha dan Daerah irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Daerah lrigasi yang luasnya 1OOO Ha - 3OOO Ha dan Daerah lrigasi Lintas
Daerah Kabupaten/ Kota

oo373/ DPA/2022

ao374/ DPA|2O22

oo375lDPA|2O22 Koordinasi dan
Provinsi

Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi

Hal2

- 5*



No N NIP dan Selaku Nomor DPA

1 2 3 4 5

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPIK)

Program PcmaJrag Unreaa Pemerlntahan Daor.b

7

8

SYAM SAHIDA ALI MUSTOFA'
NIP. 19691109 199803 1 002
Teknik Pengairan Ahli Muda

ST, MI 00376l DPA/2O22 Umum

oo377 / DPA|2O22 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

oo37a/ DPA|2O22 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

@37e/ DPA/2O22 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai
Lintas Daerah Kabupaten/ Kota

oo38o/ DPA/2O22 Pengeabangan dan Sistem lrigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang
Luasnya 1OOO Ha - 3OOO Ha dan Daerah irigasi Liotas Daerah Kabupaten/Kota
Daerah lrigasi yang luasrrya 1OOO Ha - 3OOO Ha dan Daerah trigasi Lintas
Daerah Kabupaten/ Kota

00381/ DPn/2o'.22

MU}IAMAD NURHADI, SSI" T'IT

NIP. 19670503 199603 1 001

Pengairan Ahli Muda

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PFrfK)

BALN SERAITG LUSI JUAITA
Profram Peaunjang Ifrusan Pemerintahan Daereh

oos82/ DPil2022 Umum
oo383/ DPA/2022 Pen-vediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

oo3a4/ DPA/2O22 Daerah Penunjang Urusan PemerintahanPemeliharaan Barang
Daerah

oo38s/ DPA/2022 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai
Lintas Daerah KabuPaten/ Kota

00386/ DPA/2022 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang
Luasnya 1OOO Ha - 3OOO Ha dan Daerah irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Daerah trigasi yang luasnya l OOO Ha - 3OOO Ha dan Daerah nrigasi Lintas
Daerah Kabupaten/ Kota

oo3B7 I DPA/2022 foorainaS dal Sinkronisasi Pengendalian Pemarrfataan Ruang Daerah Provinsi
Provinsi

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruarrg Daerah Provinsi
Provitrsi

Hal 3

Program/Kegiatan
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No Nama, NIP dan Jabatan Selaku Nomor DPA Program/Kegfatan

I 2 3 4 5

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK)

BALAI BTIIGAWAN SOLO
Prolram FenuaJang Urusan Pemerintrhen DeenL

9 SUPARNO, ST' M'Eng
NIP. 19651110 198809 1 001
Teknik Pengairan Ahli Muda

00388/ DPA{2O22 Administrasi Umum

00389/ DPA(2O22 Penyediaan Jasa Penunjang Unrsan Pemerintahan Daerah

oo39o/ DPA|2022 Pcmeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peaerintahan
Daerah

oo39tl DPA(2O22 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantcti pada Wil,ayah Sungai
Lirrtas Daerah Kabupaten/ Kota

oo392/ DPA/2O22 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem lrigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang
Luasnya 1OOO Ha - 3OOO Ha dan Daerah irigasi Linta.s Daerah Kabupaten/Kota
Daerah lrigasi yang luasnya 1OOO Ha - 3OOO Ha dan Daerah lrigasi Lintas
Daeratr Kabupaten/ Kota

00393/ DPA|2022 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
Provinsi

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK)

BALAI PROCO BOGOII'OITTO LUK ULO (PROBOLO)

Program Peauajang Urusan Pemerintahan DqeraL

10 FREDI NURCAHYA, ST.

NIP. 19810309 200903 I OO4

Pengairan Ahli Muda

oa394lDPA/2422 Administrasi Umum
oo3esl DPA/2022 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeriutahan Daerah

00396/ DPA/2022 Pe:neliharaan Barang lvlilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

oo397/ DPA/2022 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai
Lintas Daerah Kabupaten/ Kota

00398/ DPA/2022 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem lrigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang
Luasnya 1OOO Ha - 3OOO Ha dan Daerah irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Daerah lrigasi yang luasnya 1OOO Ha - 3OOO Ha dan Daerah lrigasi Lintas
Daerah Kabupaten/ Kota

oo399/ DPA/2O22 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
Provinsi

Hal 4


